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Abstract. Interfaith marriages raise various kinds of problems such as the validity of 

marriage according to the Marriage Law, based on Article 2 paragraph (1) of the 

Marriage Law Number 16 of 2019 a valid marriage is a marriage carried out 

according to religious laws and beliefs. In practice, it is still common to find 

applications for permits for interfaith marriages, one of which is the Surabaya District 

Court's recent decision. This study aims to find out what the judges consider in 

deciding cases of interfaith marriages in Surabaya Decision Number 

916/Pdt.P/2022/PN Surabaya and also to find out the legal consequences for 

marriages with different beliefs. The research method used is an approach method 

based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and 

laws and regulations related to this research with descriptive analytical research 

specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory 

regulations and books relating to interfaith marriages in Indonesia. The data analysis 

used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded 

that the judge's consideration of legalizing interfaith marriages in Surabaya is due to 

certain reasons but it also causes a legal vacuum due to different interpretations 

between one person and another, apart from that interfaith marriages also cause 

several consequences. one of them is due to law 
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Abstrak. Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan 

seperti keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan 

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan 

yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. 

Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin 

perkawinan beda agama, salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya 

yang baru saja terjadi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama yang ada 

di Surabaya Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya dan juga untuk mengetahui 

akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan dengan keyakinan yang 

berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yang 

dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. 

Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-

undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di 

Indonesia. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data 

kualitatif.Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pertimbangan hakim mengesahkan perkawinan beda agama di Surabaya tersebut 

karena beberapa alasan tertentu tetapi itu juga menyebabkan terjadinya kekosongan 

hukum karena adanya tafsir yang berbeda antara satu orang dengan satu orang 

lainnya, selain itu perkawinan beda agama juga menimbulkan beberapa akibat salah 

satunya akibat hukum. 

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Akibat Hukum.  
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A. Pendahuluan 

Masyarakat Indonelsia melmiliki buldaya yang belrmacam macam, dari ras, warna kullit, dan sampai 

agama puln seltiap masyarakat di Indonelsia melmiliki agama yang belrbelda-belda seltiap manulsianya. Di 

Indonelsia selndiri melmiliki belbelrapa agama yang dianult olelh masyarakatnya dan julga diakuli olelh 

nelgara diantaranya Islam, Protelstan, Katolik, Hindul, Buldha dan Konghulcul. Karelna banyaknya 

agama yang ada di Indonelsia, seltiap masyarakatnya ada saja yang melnyulkai selselorang yang melmiliki 

agama yang belrbelda delngan dirinya selndiri, tahap sulka dan melnyulkai bisa saja sampai kel tahap yang 

selriuls. 

Pelmelrintah telrlelbih dahullul melngatulr dan melngelsahkan Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 

1974 telntang Pelrkawinan yang mullai belrlakul pada tanggal 1 Oktobelr 1975. Pelrkawinan Melnulrult 

Pasal 1 Ulndang-Ulndang Pelrkawinan Nomor 1 Tahuln 1974 yakni “Pelrkawinan ialah ikatan lahir 

bathin antara selorang pria delngan selorang wanita selbagai sulami istelri delngan tuljulan melmbelntulk 

kellularga (rulmah tangga) yang bahagia dan kelkal belrdasarkan Keltulhanan Yang Mahaelsa”. Pada 

KUlHPelrdata tidak melmulat pelngelrtian pelrkawinan belda agama, hanya saja Pasal 26 KUlHPelrdata 

yang melmulat batasannya. Pasal 26 KUlHPelrdata melnyatakan, “Hulkulm melnganggap pelrkawinan 

hanya dalam hulbulngan pelrdata.” Dari keltelntulan ini, KUlHPelrdata melnganggap pelrkawinan selbagai 

kontrak pelrdata bellaka dan tidak ada hulbulngannya delngan agama yang dianult olelh para pihak ataul 

calon pasangan 

Kelnyataannya, pelrkawinan belda agama masih ada dalam masyarakat Indonelsia, baik selcara 

diam-diam maulpuln telrang-telrangan delngan mellangsulngkan pelrkawinan telrselbult di lular nelgelri dan 

kelmuldian kelmbali kel Indonelsia ulntulk didaftarkan kel kantor catatan sipil. Namuln karelna Pasal 2 ayat 

(1) Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 melnyatakan bahwa pelrkawinan yang sah belrdasarkan 

hulkulm dan kelyakinan agama nya masing-masing para pihak. Misalnya, keltika Ulndang-Ulndang 

Nomor 1 Tahuln 1974 mullai belrlakul, kelabsahan pelrkawinan melnulrult hulkulm agama Indonelsia sangat 

pelnting. Olelh karelna itul, pasal telrselbult melnyatakan bahwa hulkulm agama yang belrbelda tidak dapat 

lagi melngizinkan pelrkawinan. 

Akan teltapi jika pelrkawinan belda agama ini teltap ditelrulskan olelh banyak pihak yang 

mellakulkannya, akan timbull belbelrapa masalah di keldula bellah pihak pasangan selbagai akibat dari 

pelrkawinan yang dilakulkan antara warga Indonelsia yang belragama Islam delngan Warga Indonelsia 

yang melnganult agama Non-Islam dan bagaimana akibat hulkulm yang telrjadi pada pelrkawinan 

telrselbult melnulrult Ulndang-Ulndang Pelrkawinan di Indonelsia, karelna bagaimanapuln pelrkawinan 

belrbelda agamatelrselbult tidak sah melnulrult masing-masing agama manapuln selhingga  tidak sah julga 

melnulrult Ulndang-Ulndang Pelrkawinan. 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:Akibat Hukum Perkawinan Beda 

Agama Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN 

Surabaya ditinjaudari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? 

2. Bagaimana akibat hukum dengan terjadinya perkawinan beda agama dihubungkan 

dengan Undang-Undang Perkawinan? 

B. Metodologi Penelitian 

Meltodel Pelndelkatan yang digulnakan dalam pelnellitian ini ialah pelndelkatan yulridis normatif yaitul 

pelnellitian yang melmfokulskan pada ilmul hulkulm, sellain itul julga pelnelnlitian ini melnellaah kaidah 

hulkulm yang belrlakul dalam masyarakat. Pelnellitian ini melnggulnakan spelsifikasi pelnellitian delskriptif 

analitis, yang belrarti melnyajikan hasil pelnellitian delngan data yang sellelngkap dan seldeltail mulngkin. 

Ini melncakulp data primelr dan selkulndelr yang belrkaitan delngan juldull pelnellitian yang dipilih. Meltodel 

pelngulmpullan data yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah stuldi kelpulstakaan (library relselarch). 

Stuldi pulstaka ini melngambil ataul melngulmpullkan sulatul data dari data selkulndelr. Data selkulndelr 

melrulpakan data yang didapatkan olelh pihak keldula ataul data yang tidak langsulng dipelrolelh dari 

sulmbelr pelrtama. Para pelnelliti melndapatkan data yang suldah jadi yang dikulmpullkan olelh pihak keldula 

ataul pihak lainnya yaitul delngan belrbagai cara,misalnya, bulkul-bulkul. Data yang suldah dipelrolelh ataul 
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telrkulmpull kelmuldian di analisis mellaluli meltodel kulalitatif melrulpakan cara analisis delngan 

melngulraikan data telrselbult keldalam belntulk kalimat yang disulsuln selcara sistelmatis ulntulk kelmuldian 

diambil sulatul kelsimpullan. Bahan pustaka ulntulk mellakulkan pelnellitian hulkulm yang digulnakan pada 

pelnellitian ini ialah ada bahan hulkulm primelr, bahan hulkulm selkulndelr, dan julga bahan hulkulm telrsielr. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya 

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) 

Melnulrult Hulkulm Agama Pelrkawinan adalah pelrbulatan yang sulci, yang belrarti pelrikatan antara dula 

pihak dalam melmelmnulhi pelrintah dan anjulran Tulhan Yang Maha Elsa, agar kelhidulpan belrkellularga 

dan belrulmah tangga selrta belrkelrabat teltangga belrjalan delngan baik selselulai delngan ajaran dari 

agamanya masing-masing. Pelrkawinan dilihat dari selgi kelagamaan adalah sulatul ‘pelrikatan jasmani 

dan rohani’ yang melmbawa akibat hulkulm telrhadap agama yang diikulti keldula calon melmpellai belselrta 

kellularfa kelrabatnya, istilah ‘pelrikatan jasmani dan rohani’ disini belrarti sulatul ikatan ulntulk 

melwuljuldkan kelhidulpan yang sellamat bulkan saja di dulnia mellainkan julga di akhirat, bulkan saja 

lahiriyah julga batiniyah, bulkan saja gelrak langkah dalam karya mellainkan julga belselrta gelrak langkah 

dalam doa. 

Pelrkawinan di Indonelsia diatulr olelh Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 telntang 

Pelrkawinan yang selkarang tellah belrganti melnjadi Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2019, 

belrdasarkan Ulndang-Ulndang telrselbult pelrkawinan didelfinisikan selbagai ikatan lahir batin antara 

selorang pria dan selorang wanita selbagai sulami istri delngan tuljulan melmbelntulk kellularga ataul rulmah 

tangga yang bahagia dan kelkal abadi belrdasarkan Keltulhanan Yang Maha Elsa. Ulndang-Ulndang 

Nomor 16 Nomor Tahuln 2019 telntang Pelrkawinan, melngatulr telntang pelrkawinan yang sah adalah 

pelrkawinan yang dilaksanakan melnulrult hulkulm masing-masing agama ataul kelpelrcayaan yang dianult 

olelh para pihak, selrta tellah dicatatkan melnulrult pelrulndang-ulndangan yang belrlakul.  

Ulndang-Ulndang Pelrkawinan tidak melmbelri larangan yang langsulng dan telgas telntang 

pelratulran pelrkawinan yang dilakulkan olelh selselorang yang melmiliki agama dan kelyakinan yang 

belrbelda. Hal ini melnimbullkan sulatul intelrpreltasi yang belbelda di kalangan masyarakat. Selbagian 

orang belrpelndapat bahwa pelrkawinan telrselbult tidak sah karelna mellanggar ulndang-ulndang dan 

keltelntulan agama. Di sisi lain, ada pihak yang belrpelndapat belrbelda. Pelrkawinan antara pasangan yang 

belrbelda agama hanya dianggap sah jika dilakulkan belrdasarkan agama dan kelyakinan masing-masing 

pihak. Mahkamah Agulng melnyatakan bahwa tidak ada alasan ulntulk adanya kelkosongan hulkulm 

dalam pelngatulran pelrkawinan yang belrbelda agama karelna pelrkawinan antara dula orang yang 

belrbelda agama hanya dapat dilakulkan belrdasarkan hulkulm agama dan kelyakinan yang sama. 

Melnimbang, bahwa delngan melmpelrhatikan bulkti sulrat-sulrat dan keltelrangan saksi-saksi 

yang diajulkan olelh Para Pelmohon, tellah nyata bahwa Para Pelmohon sulnggulh-sulnggulh belrkelhelndak 

ulntulk mellangsulngkan pelrnikahan melrelka selcara sah namuln melrelka telrbelntulr olelh kelyakinan / 

agama masing-masing yang belrbelda yakni Pelmohon I (Rizal Adikara) belragama Islam seldangkan 

Pelmohon II (Elka Delbora Sidaulrulk) belragama Kristeln. Melnimbang, bahwa belrdasarkan fakta yulridis 

selbagaimana telrulngkap dipelrsidangan telrselbult dihulbulngkan delngan keltelntulan telntang syarat-syarat 

pelrkawinan dalam Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 telntang Pelrkawinan pada pasal 6 ayat (1) 

melngelnai pelrseltuljulan keldula calon melmpellai dan keltelntulan pasal 7 melngelnai ulsia pelrkawinan, 

maka Para Pelmohon tellah melmelnulhi syarat matelriil ulntulk mellangsulngkan pelrkawinan. 

Pelrkawinan melrulpakan sulatul pelrilakul antara dula individul delngan jelnis kellamin yang 

belrbelda saling melnarik satul sama lain seljak lahir. Olelh karelna itul, pelmelrintah tidak dapat mellarang 

ataul melnghalangi selselorang ulntulk melnikah. belrdasarkan rasa kelmanulsiaan, yang belrarti melncelgah 

pelrilakul asulsila di masyarakat. Maka hakim belrpelndapat lelbih baik para pihak di satulkan dalam 

ikatan pelrkawinan. Melruljulk pada Ulndang-Ulndang No 16 Tahuln 2019 pada Pasal 57 yang 

melnyatakan bahwa pelrkawinan campulran adalah pelrkawinan antara dula orang yang di Indonelsia 

tulndulk pada hulkulm yang belrlainan, karelna pelrbeldaan kelwarganelgaraan dan salah satul pihak 

belrkelwarganelgaraan Indonelsia. Belrdasarkan pada Pasal 57 Ulndang-Ulndang Pelrkawinan, maka 

pelrkawinan belda agama di Indonelsia bulkanlah melrulpakan pelrkawinan campulran. Selhingga 

selmelstinya pelngajulan pelrmohonan pelrkawinan belda agama baik di KUlA dan Kantor Catatan Sipil 

ditolak. Pelrkawinan belda agama dapat dilakulkan delngan melnganult salah satul hulkulm agama ataul 
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kelpelrcayaan pasangan. Delngan kata lain, salah satul pasangan dapat melngikulti ataul melnulndulkkan 

diri kelpada salah satul hulkulm agama ataul kelpelrcayaan pasangannya. Pelrmohonan ulntulk 

mellangsulngkan pelrkawinan antar agama dapat diajulkan kelpada Kantor Catatan Sipil sellama prosels 

pelrkawinan belda agama. Sellain itul, bagi orang Islam, dianggap bahwa salah satul pasangan telrselbult 

belrmaksuld ulntulk mellangsulngkan pelrkawinan yang tidak diatulr olelh Islam, selhingga pelmohon tidak 

lagi melmpelrtimbangkan statuls agamanya saat melngajulkan pelrmohonan. 

Dalam Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahuln 2006 telntang Administrasi Kelpelnduldulkan, Pasal 

35 melngatulr pelrkawinan antar ulmat belda agama yang diteltapkan olelh Pelngadilan. Diharapkan bahwa 

pelrjanjian ini akan melnyellelsaikan pelrdelbatan telntang pelngakulan pelrkawinan belda agama di 

Indonelsia. Ulntulk pasangan yang belrbelda agama yang ingin melnikah, melrelka biasanya melnikah di 

lular nelgelri ataul, jika melrelka melnikah di Indonelsia, melrelka biasanya melngulbah agama melrelka selcara 

selmelntara ataul pelrmaneln agar pelrkawinan melrelka dapat dilakulkan. Adakalanya melrelka melnikah 

dula kali, misalnya pelrtama nikah di Gelrelja, kelmuldian melikah di Kantor Ulrulsan Agama selcara Islam. 

Ada belbelrapa Pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya pelrkawinan belda agama, dalam 

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 hulrulf (f) Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2016 telntang pelrkawinan 

bahwa “Pelrkawinan adalah sah, apabila dilakulkan melnulrult hulkulm masing-masing agamanya dan 

kelpelrcayaannya itul”. Kelmuldian dalam pelnjellasannya dinyatakan “Delngan pelrulmulsan Pasal 2 ayat 

(1) Ulndang-Ulndang Nomor 16 Tahuln 2019 telntang pelrkawinan ini, tidak ada pelrkawinan di lular 

hulkulm masing-masing agamanya dan kelpelrcayaannya itul telrmasulk keltelntulan pelrulndang-ulndangan 

yang belrlakul bagi golongan agamanya dan kelpelrcayaanya itul selpanjang tidak belrtelntangan ataul tidak 

ditelntulkan lain di dalam Ulndang-Ulndang ini”, delngan delmikian, dapat dipahami bahwa ulndang-

ulndang melmbelrikan welwelnang kelpada masing-masing agama ulntulk melnelntulkan cara dan syarat-

syarat pellaksanaan pelrkawinan, sellain atulran yang diteltapkan olelh Nelgara. 

Dalam pelrspelktif agama-agama di Indonelsia, maka pelrkawinan belda agama tidak 

dibelnarkan karelna tidak selsulai delngan hulkulm agama-agama yang diakuli di Indonelsia yakni yang 

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 yang belrbulnyi “Dilarang mellangsulngkan 

pelrkawinan antara selorang pria delnagn selorang wanita karelna keladaan telrtelntul: a. karelna wanita yang 

belrsangkultan masih telrikat satul pelrkawinan delngan pria lain, b. selorang wanita yang masih belrada 

dalam masa iddah delngan pria lain, c. selorang wanita yang tidak belragama islam” 

 

Akibat Hukum dengan Terjadinya Perkawinan Beda Agama Dihubungkan dengan 

Undang-Undang Perkawinan 

Akibat hulkulm adalah sulatul akibat yang telrjadi di selgala pelrbulatan hulkulm yang dilakulkan olelh sulbjelk 

hulkulm kelpada objelk hulkulm ataulbpuln akibat lain yang diselbabkan dari keljadian telrtelntul olelh hulkulm 

yang belrsangkultan selndiri. Setiap perkawinan yang berlangsung dengan agama yang sama saja selalu 

ada akibat hukum yang terjadi, tentu saja dengan perkawinan beda agama akan menimbulkan 

berbagai masalah, ini termasuk masalah yang berkaitan dengan hubungan suami isteri dan 

konsekuensi dari memiliki anak. 

Apabila keldula pasangan melmiliki pelrkawinan yang sellalul melnimbullkan masalah yang tidak 

dapat disellelsaikan, pelrcelraian melrulpakan konselkulelnsi hulkulm dari pelrkawinan belda agama. Akibat 

hulkulm dari pelrkawinan belda agama dilihat dari aspelk yulridis yaitul telntang sah atau tidaknya 

pelrkawinan belda agama telrselbult. Apabila dalam pelrkawinan belda agama ini suldah sah menurut 

agama, maka undang-undang perkawinan juga akan mengakui keabsahannya. Tetapi pada 

kenyataannya masing-masing agama sulit untuk mensahkan perkawinan beda agama tersebut keculali 

salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. 

Dalam kasuls pelrcelraian yang telrjadi pada pelrkawinan yang belrbelda agama, hulkulm yang 

akan ditelrapkan adalah hulkulm pelrkawinan yang sah, yaitul pelrkawinan islam ataul pelrkawinan yang 

melngikulti agama sang suami dalam pellaksanaan hulkulm pelrkawinan. Karelna, belrdasarkan pasal 2 

ayat (2) UlUl Pelrkawinan, pelrkawinan telrselbult melmiliki bulkti hulkulm yang dapat dipercaya, yaitul akta 

pelrkawinan, dan diakuli olelh agama dan Nelgara karelna dicatatkan dalam pelncatatan pelrkawinan di 

Kantor Catatan Sipil. Tapi bagi Islam dan agama lainnya tentu, pelrcelraian merupakan suatu hal 

dilarang kelras karelna pelrkawinan itul adalah pelrjanjian yang sakral dan hanya telrjadi selkali selulmulr 

hidulp. 

Pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 
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menetapkan bahwa perkawinan berbeda agama cenderung diserahkan sepenuhnya kepada hukum 

agamanya masing-masing. Semua agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan antara orang 

Islam dan orang non-Islam, terbukti dengan keluarnya Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, yang mana dijelaskan pada Pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran orang 

berbeda agama, baik laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, telah dilarang secara penuh. 

Ini juga berlaku untuk agama Kristen yang melarang perkawinan antara orang Kristen dan orang non-

Kristen, serta agama-agama lain yang melarang perkawinan antara anggota mereka. Oleh karena 

semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang 

oleh undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak 

sah. Melnulrult Pasal 42 Ulndang-Ulndang Pelrkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sellanjultnya, pelrkawinan belda agama akan melmiliki 

konselkulelnsi hulkulm telrkait warisan. Misalnya, jika selorang sulami belragama islam dan istelrinya 

melmiliki anak, anak-anak melrelka yang tidak belragama islam tidak dapat melnelrima ataul melwarisi 

harta warisannya. Pelrcelraian melnimbullkan hak dan kelwajiban bagi pasangan sulami istelri dan anak 

melrelka. Jika selorang sulami mulslim melnikah delngan selorang istelri katolik, misalnya, pelrcelraiannya 

sangat sullit. 

D. Kesimpulan 

Dari Pelneltapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sulrabaya melrulpakan pelrmohonan izin pelrkawinan belda 

agama yang dikabullkan olelh Pelngadilan Nelgelri Sulrabaya. Delngan dikabullkannya pelrmohonan 

pelrkawinan agama telrselbult, hakim melnganggap telrjadi kelkosongan hulkulm dan  ada beberapa 

pertimbangan yang tidak sesuai dengan beberapa aspek, yakni aspek soiologis, yaitu hakim tidak 

mempertimbangkan apabila pasangan yang melakukan perkawinan beda agama memiliki keturunan 

akan timbul perbedaan pendapat ingin mengikuti agama bapak atau agama ibu, kemudian aspek 

yuridis adanya pendapat pada mahkamah konstitusi yang menyatakan tetap berpegang pada 

pendiriannya bahwa nikah beda agama yang diatur di Undang-Undang Perkawinan telah sesuai dan 

tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya, pernikahan berbeda agama di Tanah Air tidak 

dibenarkan secara hukum. Terakhir aspek Filosofis karena pada sila pertama yang berbunyi 

Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya membebeskan masyarakat untuk memilih agamanya 

masing-masing tetapi selain itu Ketuhanan Yang Maha Esa berarti masyarakat harus menjaga ajaran 

agama tersebut agar tetap bisa berjalan dengan baik di Indonesia yang artinya menikah berbeda agama 

menyalahkan agama yang melarang perkawinan beda agama. Akibat hukum yang timbul akibat 

seseorang yang melakukan perkawinan beda agama dengan mepertahankan agamanya masing-

masing yakni akan timbul akibat hukum secara yuridis yakni tentang sah atau tidaknya perkawinan 

tersebut dan hak anak dalam perkawinan tersebut apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya. 
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